
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR   51 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) 
PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya 
kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha 
kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah 
bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);  

 
  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 
Badan Usaha Milik Negara, perubahan bentuk badan hukum 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan 
Perseroan (Persero); 

 
     
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4297); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan 
Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4554); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK 

BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN 
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).  

 
 

Pasal 1 
 

(1) Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) 
Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 
Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian,  
diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan 
Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut 
Perusahaan Perseroan (Persero). 

 
(2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan:  

a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian 
menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan 
Perseroan (Persero); 

b. seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi 
karyawan tetap Perusahaan Perseroan (Persero) 
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu; 

c. seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi 
karyawan tidak tetap Perusahaan Perseroan (Persero) 
berdasarkan perjanjian kerja waktu  tertentu; dan 
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